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ABSTRACT 
Traffic	violations	in	Bandar	Lampung	City,	which	are	quite	high,	make	the	police	
have	 to	 find	 solutions	 in	order	 to	 reduce	violations,	 from	 this	phenomenon	 the	
Polresta	implements	the	ETLE	program.	ETLE	is	the	digitization	of	the	ticketing	
process	that	can	reduce	the	practice	of	illegal	levies	or	extortion	and	reduce	the	
level	 of	 traffic	 violations	 by	 utilizing	 technology,	 it	 is	 hoped	 that	 the	 entire	
ticketing	 process	 will	 be	 more	 efficient.	 Therefore,	 researchers	 want	 to	 know	
how	the	process	of	implementing	the	program	and	how	the	impact	on	traffic	in	
Bandar	 Lampung.	 This	 research	 approach	 is	 a	 qualitative	 research	 with	
descriptive	 type	 data	 sources	 obtained	 by	 interview,	 observation	 and	
documentation	 methods.	 The	 results	 showed	 that	 when	 the	 ETLE	 system	 was	
implemented,	 there	were	no	more	cash	 transactions	between	violators	and	 the	
police	 officers	 on	 duty	 in	 the	 field,	 people	 who	 were	 less	 technologically	
proficient	 in	managing	 electronic	 ticketing	 tickets,	 the	 lack	 of	 socialization	 by	
Polresta	resulted	in	indifference	to	the	program,	making	it	easier	for	officers	to	
identify	 violations.	 The	 necessary	 advice	 is	 expected	 for	 officers	 to	 carry	 out	
socialization	that	is	more	widespread	to	the	outskirts	of	the	city	because	there	is	
still	a	lack	of	public	knowledge	about	electronic	ticketing,	the	public	is	expected	
to	 have	 legal	 awareness	 about	 the	 importance	 of	 obeying	 traffic	 signs	 when	
driving	on	the	highway	so	that	the	rate	of	accidents	and	traffic	violations	can	be	
reduced	minimized.	
 
 
ABSTRAK 
Pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung yang cukup tinggi membuat pihak 
kepolisian harus mencari solusi agar dapat mengurangi pelanggaran, dari fenomena 
tersebut Polresta menerapkan program ETLE. ETLE merupakan digitalisasi proses 
tilang yang dapat mengurangi praktik pungutan liar atau pungli dan mengurangi 
tingkat pelanggaran lalu lintas dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan seluruh 
proses tilang menjadi lebih efisien. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui 
bagaimana proses pelaksanaan program tersebut dan bagaimana dampaknya 
terhadap lalu lintas di Bandar Lampung. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang sumber datanya diperoleh dengan 
metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa pada saat sistem ETLE diberlakukan, tidak ada lagi transaksi tunai antara 
pelanggar dengan petugas kepolisian yang bertugas di lapangan, masyarakat yang 
kurang menguasai teknologi dalam mengelola surat tilang elektronik, kurangnya 
sosialisasi yang dilakukan oleh Polresta mengakibatkan ketidakpedulian 
masyarakat terhadap program tersebut, sehingga memudahkan petugas dalam 
melakukan identifikasi pelanggaran. Saran yang diperlukan adalah diharapkan 
petugas melakukan sosialisasi yang lebih meluas hingga ke pinggiran kota karena 
masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tilang elektronik, masyarakat 
diharapkan memiliki kesadaran hukum tentang pentingnya menaati rambu-rambu 
lalu lintas ketika berkendara di jalan raya sehingga tingkat kecelakaan dan 
pelanggaran lalu lintas dapat ditekan seminimal mungkin. 
 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Sebagai organisasi yang memiliki tujuan untuk dipecahkan, bangsa juga memiliki berbagai 

masalah yang perlu diatasi, dikurangi, dan dicegah. Isu-isu ini dapat dikaitkan dengan 
masyarakat itu sendiri dan juga dapat memanifestasikan dirinya sebagai dampak negatif dari 
tindakan pemerintah. Isu-isu yang perlu ditangani oleh pemerintah adalah isu-isu publik. H. 
Nilai, kebutuhan, atau peluang yang belum direalisasikan yang dapat diidentifikasi tetapi 
hanya dapat dicapai dengan tindakan publik (Dunn, 1994). Implementasi kebijakan 
merupakan puncak dari  peraturan atau kebijakan yang telah dibuat. Tahap implementasi 
pada umumnya adalah bagaimana  kebijakan yang diterbitkan, yang merupakan jawaban atas 
persoalan masyarakat, diterapkan secara maksimal dan dapat diselesaikan. Namun, tahap 
implementasi bukanlah  bagian yang mudah untuk benar-benar berhasil. 

Menurut situs berita Lampung Geh.com (23 Maret 2021), Polda Lampung telah 
meluncurkan sistem electronic traffic law enforcement (ETLE) atau e-tiket dengan 12 kantor 
polisi lainnya di berbagai kota di Indonesia. Pengenalan ETLE juga telah melalui berbagai 
tahapan. Pada Tahap 1, Korlantas Polri meluncurkan 244 kamera ETLE di 12 Polda. 244 
kamera ETLE di Polda Metro Jaya 98 titik, Polda Riau 5 poin, Polda Jatim 55 poin, Polda 
Jateng 10 poin, Polda Slawesi Selatan 16 poin, Polda Jawa barat 21 poin, Polda Jambi 8 titik, 
Polda Sumbar Sudah ditempatkan. 10 poin, Polda DIY 4 poin, Polda Lampung 5 poin, Polda 
Sulut 11 poin, Polda Banten 1 poin. Polres Bandar Lampung mencatat 28 pelanggaran setelah 
Electronic Transportation Law Enforcement Agency (ETLE) atau E-tilang diluncurkan di 
Kota Bandar Lampung  pada  23 Maret 2021. Rafrey Yusufnugraha, Kepala Satuan Lalu 
Lintas Polres Bandar Lampung, mengatakan proyek Etiran sudah berlangsung selama tiga 
hari  untuk menertibkan pelanggaran lalu lintas. Namun sejauh ini pihak kepolisian Bandar 
Lampung masih melakukan sosialisasi. AKP Rafly mengungkapkan 28 pelanggaran sudah 
terkonfirmasi, dan pihaknya juga sudah mengirimkan  konfirmasi. Namun sejauh ini, belum 
ada tindakan tipikal seperti sanksi pengadilan atau denda, dan pihaknya hanya sebatas 
sosialisasi hingga tahap kedua ETLE nasional dimulai Juni tahun depan. Sistem ETLE ini 
dapat diandalkan untuk mengurangi tol ilegal dan praktik pemerasan serta mengurangi 
tingkat pelanggaran lalu lintas. Kapolres Bandar Lampung AKP Rafly Yusuf Nugraha 
mengatakan sistem tilang mendeteksi pelaku dan mengungkap cara pembayarannya. 
Dijelaskannya, terdapat berbagai titik ETLE di sudut Bandar Lampung, meski pengendara 
merasa tidak melakukan pelanggaran. Sebelum penerapan kebijakan ETLE, Kota Bandar 
Lampung telah memiliki 10 kamera pengintai untuk memantau kondisi lalu lintas di  Bandar 
Lampung dan 4.444 kamera pengintai di kota Bandar Lampung. Jalan Zainal Abidin Pagar 
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Alam, Tugu Raden Intan, ke-3 Jalan Imam Bonjol Flyover Kemiling, ke-4 Jalan Ryacudu, 
Persimpangan Airan Raya, ke-5 Jalan Raden Eddy Martadinata, Simpang Suka Maju, ke-6 
Jalan. Malahayati, simpang Bank BCA, 7 di Jalan Wolter Monginsidi simpang Kantor 
Gubernur, 8 di Jalan Sudirman layang Pahoman, 9 di Jalan Raden Imba Kusuma Tugu 
Durian, 10 di simpang Jalan Soekarno Hatta. Dari Jalan Ambon. 

Setelah kebijakan ETLE diimplementasikan pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki 5 
kamera ETLE yang berlokasi sesuai yang tertera pada tabel berikut: 

 
Tabel 1. Lokasi kamera ETLE 
NO Lokasi Jalan Lokasi kamera 

1 Jalan ZA. Pagar Alam Jembatan penyeberangan 
orang universitas Bandar 
Lampung 

2 Jalan Cut Nyak Dien  Dari arah Jalan Agus Salim 
bawah (TL Tamin) 

3 Jalan Sultan Agung  Dari arah Fly Over Kimaja 
(TL Kimaja) 

4 Jalan RA Kartini Jembatan penyeberangan 
orang (JPO Garuda) 

5 Jalan Patimura Dari arah Jalan Patimura (TL 
Begadang Resto) 

Sumber:Lampunggeh.com 2021 
 
Data pada Tabel 1 menunjukkan titik posisi yang ditunjukkan oleh kamera ETLE. Ada 

lima titik lokasi kamera ETLE di  Bandar Lampung. Titik pertama adalah di Jalan Zainal 
Abidin Pagar Alam  di jembatan penyeberangan. Berlokasi di Universitas Bandar Lampung, 
yang kedua di Jalan Cut Nyak Dien  perempatan lampu merah Pasar Tamin, ketiga di Jalan 
Sultan Agung di perempatan lampu merah Kimaja, dan keempat  di Jalan Raden Ajeng 
Kartini. Jembatan Pejalan Kaki Garuda, 5 di Jalan Patimura dekat restoran.  

 Dasar tilang ini adalah aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan, dan Permenkes Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan 
Kendaraan Di Jalan dan Tindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 
dan tilang itu bersifat konseptual. mewakili digitalisasi. Seluruh proses tiket harus lebih 
efisien dengan penggunaan teknologi. Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa perangkat elektronik dapat 
digunakan untuk membantu kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. 
Hasil penggunaan alat ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. 

 
B. TINJAUAN PUSTAKA 
Kebijakan Publik 

Kebijakan publik oleh Anderson (2008) dari Agustino, yaitu mengambil tindakan  tertentu 
yang disengaja yang diambil oleh individu atau sekelompok aktor untuk memecahkan  
masalah tertentu. Istilah kebijakan publik lebih umum digunakan dalam kebijakan dan 
kegiatan pemerintah. Kebijakan politik bukan hanya tindakan yang diusulkan, tetapi juga 
tindakan yang tidak dilaksanakan, karena kebijakan pemerintah adalah tindakan yang diambil 
atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Demikian pula pendapat Dye dalam Subarsono (2011) 
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bahwa kebijakan publik  dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah adalah definisi ini: 
(1) kebijakan publik tidak dipilih oleh organisasi swasta, Berarti dilakukan oleh instansi 
pemerintah. Haruskah pemerintah melakukannya atau tidak. Selain itu,  menurut Friedrich  
Subarsono (2011),  kebijakan publik adalah tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh 
individu, kelompok, atau pemerintah dalam  lingkungan tertentu, di mana terdapat hambatan 
dan peluang untuk mengatasinya.Kebijakan itu harus bermanfaat. Untuk mencapai tujuan 
yang diinginkan.  

Menurut konsep kebijakan publik,  kebijakan publik adalah masalah masyarakat yang 
bertujuan untuk memiliki tujuan tertentu, ditujukan untuk kepentingan umum, memecahkan 
masalah, dan memenuhi kebutuhan dan kewajiban semua anggota. Apakah tindakan 
pemerintah untuk mengatur masalah yang terkait dengannya. masyarakat. Dilakukan atau 
tidak dilakukan oleh pemerintah memiliki unsur paksaan dalam diri pelaksana atau pengguna 
kebijakan yang akan diikuti, dan kebijakan tersebut dapat mencakup paksaan yang sah dari 
pemerintah sebagai suatu politik, berdasarkan pendapat Easton (Subarsono2011). Pengambil 
keputusan nilai berjalan. Untuk mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, mendasar, 
strategis, masalah banyak orang, jangka panjang dan ketidakmampuan untuk bertindak secara 
individu atau masalah publik, secara taktis dan titik awal, Anda perlu memahami. Berbagai 
kontribusi implementasi, sebagaimana dijelaskan dalam pengembangan kebijakan publik 
terkait dengan isu-isu yang ada. Penyusunan Kebijakan merupakan ajakan pasca perumusan 
kepada pemerintah, masyarakat, dan kebijakan publik yang dilaksanakan pemerintah bersama 
masyarakat dengan baik. 

Menurut Korten (1980), model implementasi program  harus terdiri dari tiga elemen dan 
disebut sebagai model fit seluruh pendekatan proses pembelajaran. Korten (1980) berfokus 
pada tiga elemen kesesuaian model ini: program itu sendiri, pelaksanaan program, dan 
kelompok sasaran program.  

Korten (1980) menyatakan bahwa suatu program  berhasil dilaksanakan apabila ketiga 
unsur pelaksanaan program tersebut digabungkan sebagai berikut:  

a. Konsistensi antara program dan organisasi pelaksana  
b. Konsistensi antara tujuan dan elemen program  
c. Cocokkan elemen target dan elemen implementasi 

 
E-Tilang 

Bukti pelanggaran atau disingkat tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada 
pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan sering kali melanggar 
peraturan yang telah ditetapkan oleh UU lalu lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 23. 
Elektronik tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi yang 
diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif untuk membantu pihak 
kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang 
pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan.  

 Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer, tablet dengan sistem operasi 
Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai 
eksekutor seperti proses sidang manual, aplikasi etilang tidak menerapkan fungsi sebagai 
pengantar untuk membayar denda ke bank atau panitera karena mekanisme melibatkan form 
atau kertas bukti pelanggar tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID 
tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan polisi mengenai kronologis tilang yang akan 
diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database 
yang sama, sehingga aplikasi ini hanya mendigitalisasi tilang pada fungsi nomor dua 
(Wulandari, 2020).\ 
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C. METODE PENELITIAN 
Jenis survei yang digunakan dalam survei ini adalah deskriptif dan kualitatif. Fokus 

penelitian ini adalah pada dampak implementasi Program Penegakan Hukum Transportasi 
Elektronik yang dilaksanakan oleh Polres Kota Bandar Lampung dan implementasi 
Kebijakan Penegakan Hukum Transportasi Elektronik di Kota Bandar Lampung. Lokasi 
penelitian berada di Polsek Bandar Lampung. Jenis data yang digunakan dalam format data 
primer dan data sekunder. Teknologi perolehan data melalui observasi, wawancara dan 
dokumentasi.  Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan 
inferensi. 

 
 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kesesuaian Antara Elemen Program Dan Elemen Pelaksana 

Pertama, kesesuaian Program Penegakan Hukum Transportasi Elektronik dengan Polres 
Kota Bandar Lampung sebagai badan pelaksana yaitu kesesuaian antara tugas dengan tujuan 
program dan kemampuan organisasi pelaksana program yang dilakukan oleh Bander . Satuan 
Lalu Lintas Polres Lampung, dalam hal ini Satuan Lalu Lintas tunduk pada Pasal 5  (1) dan 
(2) UU  11/2008 tentang Informasi dan Elektronika. Pasal 249  (3),  272  (1) dan (2) Undang-
Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 dan Keputusan Nomor 80 
Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Di Jalan Kota Bandar Lampung bersifat teknis. 
tahap pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. 
 
Kesesuaian Antara Elemen Sasaran Dengan Elemen Program 

Langkah kedua dalam mengimplementasikan layanan ETLE adalah kesesuaian antara 
kelompok sasaran atau komunitas dengan program sistem ETLE. Kejelasan program ETLE 
dikomunikasikan melalui sosialisasi dan penyebaran informasi melalui leaflet, serta 
sosialisasi di akun  media sosial Polres Bandar Lampung. Meskipun sosialisasi dan 
penyebaran informasi telah dilakukan  melalui media online, namun program ETLE kurang 
dipahami oleh masyarakat luas. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur sasaran  
dengan unsur program, terbukti dengan masih adanya masyarakat yang tidak menaati 
peraturan lalu lintas kota Bandar Lampung. Terdeteksi bahwa Anda sedang bermain 
kendaraan dengan roda atau ponsel saat mengemudi, tetapi ada pelanggaran lain. 

 
Kesesuaian Antara Elemen Sasaran Dengan Elemen Pelaksana 

Pada elemen ketiga Korten (1980), menekankan pada elemen sasaran atau masyarakat. 
artinya, harus ada kesesuaian antara elemen sasaran atau masyarakat dengan elemen 
pelaksana yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan 
organisasi pelaksana sehingga tujuan program dapat bermanfaat untuk elemen sasaran. Jika 
tujuan yang ditetapkan organiasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok 
sasaran maka otomatis kelompok sasaran tidak dapat menghasilkan sebuah program. karena 
itu, elemen ini harus saling bersinergi satu sama lain agar antara pelaksana dan elemen 
sasaran samasama mendapatkan manfaat.  

 Kesesuain antara elemen sasaran atau masyarakat dan elemen pelaksana yaitu Polresta 
Kota Bandar Lampung dalam hal ini adalah pada program ETLE ini dapat memberikan 
manfaat kepada pihak masyarakat khususnya masyarakat yang tanggap dengan kemajuan 
teknologi informasi karena dapat memberikan kemudahan dalam hal administratif dan tidak 
disalah gunakan ketika pelanggar membayar denda tilang ditempat dikhawatirkan dapat 
menyebabkan pungutan liar (pungli) maka dari itu program ETLE sendiri dapat memberikan 
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manfaat kepada masyarakat. Program ETLE sendiri, di sisi lain, membantu 
mengimplementasikan elemen tersebut dengan memberikan kemudahan kepada polisi dalam 
mengidentifikasi jenis kejahatan yang dilakukan. 

 
Tujuan Program  

Tujuan yang  dicapai  program ini meliputi isi  kebijakan dan konteks pelaksanaan 
program. Dalam hal ini, pelaksanaan program ETLE memiliki tujuan pelaksanaan program 
yang jelas. Artinya mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas, menghilangkan kecelakaan 
lalu lintas,  transaksi tunai antara pelanggar dan petugas polisi, mempermudah pembayaran 
tiket, dan menetapkan tujuan yang jelas bagi pemerintah untuk melaksanakan program ETLE. 
dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

 
Kelompok Sasaran Program  

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program ETLE dan penerima manfaat program 
disini adalah masyarakat  Bandar Lampung dalam pelaksanaan program ETLE yang 
sebenarnya, dengan sanksi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas Jalan. Denda maksimal yang dikenakan untuk sanksi, penjelasan jenis 
pelanggaran, ketentuan yang dikenakan, dan sanksi dalam hal pelanggaran adalah jenis 
pelanggaran yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga mengemudi ketika melanggar aturan 
yang telah ditetapkan Transportasi sesuai Tabel 3 dan sanksi  ETLE. 

 
Pelaksana Program  
 Pelaksana program dalam mewujudkan program agar berhasil dengan tujuan yang ingin 
dicapai tentunya polresta sebagai implementor sudah berupaya sebaik mungkin agar 
pembayaran tilang bisa dilakukan secara elektronik terdapat beberapa faktor yang 
mempengaruhi agar implementasi program dapat berjalan dengan baik menurut peneliti dari 
hasil elaborasi antara lain:  

1. Sumber daya manusia  
2. Intensitas sosialisasi etilang  
3. Mekanisme pelayanan aplikasi etilang  
4. Sarana dan prasarana  

 Pertama SDM, keberhasilan suatu program kebijakan sangat bergantung pada beberapa 
aspek seperti SDM, pihak pelaksana program yang di berikan kepada Polresta Kota Bandar 
Lampung masih belum bisa melakukan adaptasi dan aplikasi terhadap program ETLE karena 
seharusnya sebelum aplikasi ini diluncurkan pihak polresta haruslah memilih SDM yang 
mumpuni dan ahli dalam teknologi informasi serta memahami SOP pelaksanaan aplikasi 
yang pada akhirnya berakibat pada masih kekurangan SDM yang dibutuhkan seperti 
kekurangan anggota yang berjaga memantau di back office, ketika peneliti melakukan riset 
yang memantau hanya satu orang saja disini jelas kekurangan, kebijakan etilang pada 
dasarnya memerlukan dukungan dari implementor untuk dapat mengoperasikannya, dengan 
SDM yang masih kekurangan hal ini menjadi salah satu kekurangan Satlantas sebagai 
implementor.  
 Kedua, intensitas sosialisasi dari penerapan ETLE dalam proses penindakan pelanggaran 
lalu lintas serta pembayaran denda di Polresta Kota Bandar Lampung pelaksanaan program 
electronic traffic law enforcement (ETLE) sudah berjalan genap 1 Tahun pada awal 
peresmian pada tanggal 23 Maret 2021, namun dari hasil data wawancara yang dilakukan 
peneliti melalui google formulir dari total 20 responden terdapat 3 responden yang tidak 
mengetahui bahwa program ETLE telah diterapkan olehPolresta Kota Bandar Lampung 
penemuan ini membuktikan bahwa intensitas sosialisasi yang dilakukan olehPolresta masih 
belum maksimal.  
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 Ketiga, Mekanisme pelayanan aplikasi etilang yang berbasis elektronik sebenarnya sudah 
berpedoman pada UU No 11 Tahun 2018 pasal 1 huruf (b) yang berbunyi sistem elektronik 
adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, 
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, 
mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.  
 Keempat, sarana dan prasarana kerjasama yang dilakukan pihak Polresta dengan instansi 
lain yaitu dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku instansi yang telah bersepakat 
dengan Kepolisian RI sebagai Bank yang melayani proses pembayaran etilang melalui teller 
ataupun mesin ATM, ketersediaan kantor cabang Bank BRI di Polresta Bandar Lampung 
diharapkan mempermudah. 

 
E. KESIMPULAN 
 
Simpulan 
Indikator yang mendukung implementasi implementasi electronic traffic law enforcement di 
Kota Bandar Lampung adalah:  

1. Kesesuaian elemen program dan elemen pelaksana  
Kesesuaian antara elemen program dengan elemen pelaksana adalah ketika sistem 
ETLE diberlakukan tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dan aparat 
kepolisian yang bertugas di lapangan. Dalam prakteknya ETLE memiliki 
pengungkapan informasi yang sangat terjamin, karena semua informasi tentang 
pelanggaran lalu lintas akan ada semua didalam aplikasi dan juga telah distandarisasi 
oleh sistem sesuai dengan kebijakan institusi yang melibatkan seluruh pihak yang 
terkait termasuk kepolisian.  

 
Indikator yang kurang mendukung implementasi electronic traffic law enforcement di Kota 
Bandar Lampung adalah:  

1. Kesesuaian antara elemen sasaran dan elemen program,  
Perihal dalam penerapan program ETLE juga menimbulkan masalah baru seperti 
kesulitan masyarakat yang gagap teknologi yang pada akhirnya pelanggar tidak 
mengurus sanksi yang dikenakan, sudah bukan hal aneh jika masyarakat hanya tertib 
ketika melihat petugas berjaga, dengan adanya kebijakan ETLE dampak dari hal 
lainnya bermunculan seperti masyarakat cenderung takut pada petugas ketimbang 
dengan kamera CCTV.   

2. Kesesuaian elemen sasaran dan elemen pelaksana  
Perihal kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung 
menyebabkan masyarakat kurang tahu bahkan tidak mengetahui bahwa telah 
ditetapkan program ETLE Di Kota Bandar Lampung. Minimnya informasi yang 
didapatkan oleh masyarakat membuat suatu program belum berjalan dengan efektif.  
 

Dampak Penerapan Kebijakan Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik di Kota Bandar 
Lampung:  

1. Sasaran program, kelompok sasaran program, dan pelaksana program yaitu 
terselenggaranya program penegakan hukum lalu lintas elektronik, mempunyai tujuan 
pelaksanaan program yang jelas, menurunkan angka pelanggaran lalu lintas, 
menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, Pelanggar dan petugas kepolisian yang 
bekerja di lapangan diharapkan dapat melaksanakan program ETLE sesuai dengan 
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tujuan yang telah ditetapkan  dengan menyederhanakan proses pembayaran tiket 
untuk tujuan yang telah ditetapkan secara tegas oleh pemerintah. 

Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan bahwa sebuah implementasi suatu 
kebijakan khususnya program electronic traffic law enforcement harus dilaksanakan dengan 
sebaik dan seoptimal mungkin guna memenuhi kebutuhan masyarakat, dari kesimpulan di 
atas, peneliti mencoba memberikan saran dan masukan kepada Polresta Kota Bandar 
Lampung selaku elemen pelaksana program ETLE diantaranya:  

1. Perlu adanya penambahan jumlah kamera ETLE, karena masih banyak 
dipersimpangan lampu merah yang belum memiliki kamera ETLE dengan ditambah 
nya kamera diharapkan dapat lebih efektif untuk menindak pelanggar lalu lintas dititik 
tersebut.  

2. Diharapkan kepada petugas untuk melakukan sosialisasi yang lebih meluas sampai ke 
pinggiran Kota karena masih kurang nya pengetahuan masyarakat mengenai tilang 
elektronik.  

3. Memilih SDM yang paham tentang informasi dan teknologi dan menambah jumlah 
SDMyang berada di back office  

4. Petugas yang masih mengawasi di lapangan diharapkan memahami aturanaturan yang 
di tetapkan pemerintah dan menjauhi segala bentuk pungli (pungutan liar) dalam 
bentuk penyelesaian perkara di tempat.  

5. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum tentang pentingnya mematuhi 
ramburambu lalu lintas saat berkendara di jalan raya agar tingkat kecelakaan dan 
pelanggaran lalu lintas dapat diminimalisir. 
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